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ABSTRAKS 

Pancasila adalah landasan moral, haluan kebangsaan, dan ideologi resmi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan dan digali dari nilai-

nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan bangsa Indonesia. 

Namun, dalam perjalanannya Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, bagi sebagian muslim yang mencita-citakan negara Islam 

bisa dianggap sebagai penghalang Islam, sekular, dan mengkhianati kaum 

muslimin. Hal ini dikarenakan negara tidak secara tegas mendasarkan pada al-

Qur‟an dan Hadits. Dari sinilah muncul dua tokoh yang akan dikaji yakni, M. 

Natsir dan Abdurrahman Wahid. Dari kedua tokoh ini, akan dikaji dari faktor-

faktor yang mempengaruhi sikap politik keduanya terhadap Pancasila serta 

persamaan dan perbedaan keduanya dalam memandang Pancasila sebagai ideologi 

negara. 

Jenis penelitian ini adalah Library Research, yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-

literatur. Sementara Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosifis-

historis, yaitu suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan 

norma atau hukum yang berlaku sebagai upaya penegasan yang juga merupakan 

pengaruh dari hasil interaksi dengan lingkungan dan akar sejarah yang 

berkembang. Penelitiannya bersifat deskriptif, komparatif, analitik, yaitu 

menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya 

secara sistematis, terkait suatu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar 

belakang dan sikap yang berbeda. 

Berdasarkan kepada hasil penelitian, ditinjau faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari 

pengaruh sosial, pendidikan, organisasi, karier politik dan dasar pemikiran. 

Sehingga, dapat jelas dilihat pada sisi persamaannya kedua tokoh tersebut sama-

sama menerima bahwa di dalam Islam tidak mengatur pembentukan sebuah 

negara dan menerima bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga menerima 

demokrasi. Akan tetapi, dari segi perbedaan M. Natsir dengan tegas menolak 

Pancasila sebagai ideologi negara karena tidak sesuai dengan Islam, sedangkan 

Abdurrahman Wahid dengan terbuka menerima Pancasila karena menurutnya itu 

merupakan pemersatu bangsa dan merupakan buah pikiran dari budaya Indonesia 

itu sendiri. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan pedoman transliterasi dari  Keputusan Bersama Menteri Agama 

RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 

September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah 

sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 خ

 ث

 ج

 ح

 ر

 د

 ذ

 ر

 س

 ص

 ع

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ى

ّ 

 ُـ

 ء

 ي

Alif 

ba‟ 

ta‟ 

sa‟ 

Jim 

ha‟ 

kha‟ 

Dal 

Zᾶl 

ra‟ 

Zai 

Sin 

Syin 

Sad 

Dad 

ta‟ 

Za 

„ain 

Gain 

fa‟ 

Qaf 

Kaf 

Lam 

Mim 

Nun 

Wawu 

ha‟ 

Hamzah 

ya 

Tidak dilambangkan 

B 

T 

Ś 

J 

                Ḥ 
Kh 

D 

Ż 

R 

Z 

S 

Sy 

Ṣ 

Ḍ 

                Ṭ 

                Ẓ 
„- 

G 

F 

Q 

K 

L 

M 

N 

W 

H 

‟- 

Y 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (titik di atas) 

Je 

Ha (titik di bawah) 

Ka dan ha 

De 

zet (titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 

es dan ye 

es (titik di bawah) 

de (titik di bawah) 

te (titik di bawah) 

zet (titik di bawah) 

Koma terbalik (di atas) 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

„el 

„em 

„en 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

 

 

 



 

ix 
 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap. 

 

 

C. Vokal Pendek 

Fathah ( _ َ _ ) ditulis a, Kasrah ( _ ِ _ ) ditulis i, dan Dammah ( _ ُ _ ) ditulisu. 

   Ditulis  aḥmada  دومَ 

  Ditulis  Rafiqa  رفقِ

  Ditulis  Ṣaluha  صلخُ

 

D. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ḭ dan bunyi u panjang ditulis ȗ, 

masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

 

E. Vokal Rangkap 

Fathah + Ya‟ mati ditulis ai ًالشدٍل Ditulis  Az-zuḥailḭ 

Fathah + Wawu mati ditulis au طْق Ditulis  Ṭauq  

 

F. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ 

marbutah itu ditransliterasikan denegan ha/h.  

  Ditulis  rauḍah al-Jannah رّضح الجٌح 

G. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. 

  Ditulis  Nazzala نزّ ل

  Ditulis  Bihinna ببهّ 

Fathah + Alif ditulis ā فلا Ditulis  Falā  

Kasrah + Ya‟ mati ditulis ḭ هٍثاق  Ditulis Mḭsāq  

Dammah + Wawu mati ditulis ȗ صْل   Ditulis uṣȗl  
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  Ditulis   Inna  إى

 

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‟ ). 

  Ditulis   waṭ’un  ّطء

 

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. 

 Ditulis  rabâ’îb رتائة

 

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 

apostrof ( ‟ ). 

  .ditulis  ta’khużûna  ذأخذّى

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.  

 .ditulis  al-Baqarah  الثقزج

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  l  diganti dengan huruf syamsiyah 

yang bersangkutan. 

  .’ditulis  an-Nisȃ  الٌظاء

  

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan 

yang berlaku di sana seperti: Kazi (qadi). 
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Kata Pengantar 

 

 

الذوم لله ر بّ العا لوٍي  شِم  ى لا إلَ إلاّ الله ّدمٍ لا شزٌل لَ ّ شِم  ىّ هذوّما عثمٍ 

  هّا تعم. ّرطْلَ  للِّنّ صلِّ ّ طلنّ على طٍمًّا هذوّم ّعلى الَ ّ صذثَ  جوعٍي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah pendirian negara, hampir setiap awal merumuskan 

berdirinya selalu diawali dengan pencarian kesepakatan antar komunitas yang 

akan mendukung keberadaan suatu negara. Sebagai contoh Nabi Muhammad 

SAW meninggalkan sejarah piagam Madinah.1 

Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling 

krusial adalah menyepakati dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) permasalahan pokok yang 

dibicarakan adalah persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara 

dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan 

tentang masalah-masalah di atas, kecuali dasar filsafat negara, berjalan dengan 

lancar. Untuk bentuk negara misalnya, hampir seluruh anggota memilih bentuk 

republik. Tetapi sekali tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang 

menjadi sangat hangat.2 

Ketika terjadi benturan antara Islam dan nasionalisme, masalahnya dapat 

diatasi lewat perumusan Piagam Jakarta. Dengan kebesaran hati para pemimpin 

Islam saat itu merelakan dihapusnya “tujuh  kata”3 dalam rumusan piagam Jakarta 

                                                           
1
 W. Mongomery Watt, Politik Islam dalam lintasan Sejarah  (Jakarta: P3M, 1998), hlm. 

95. 

 
2
 Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam : Soekarno vs Natsir (Jakarta: UI-Pres, 2011), 

hlm. 31. 

 
3
 Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 
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yang mana pada akhirnya melahirkan rumusan Pancasila yang dikenal hingga 

sekarang sebagai ideologi negara. 

Pada masa Orde Lama, persoalan ideologi dan dasar negara dimunculkan 

dalam sidang-sidang Majelis Konstituante antara tahun 1956-1959. Di dalam 

perdebatan tersebut muncul ideologi dan dasar negara yang akan menggunakan 

ideologi Islam, ideologi Pancasila, ataupun ideologi sosial-ekonomi.4 

Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama 

tahun 19555 diwarnai dengan kejutan dan keprihatinan. Pertama, kegagalan partai-

partai Islam meraih suara siginifikan. Kedua, menurunnya perolehan suara 

Golkar. Ketiga, kenaikan perolehan suara PDI P. Keempat, kegagalan PAN, yang 

dianggap paling reformis, ternyata hanya menduduki urutan kelima. Kekalahan 

PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 

1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun kenyataannya lain. 

Ideologi semakin terasa penting ketika tertatih-tatih dalam proses 

demokratisasi, konflik dan kekerasan yang dapat timbul sewaktu-waktu, 

pemulihan krisis tak kunjung menemukan titik cerah, sulit merumuskan masa 

depan, dan setumpuk masalah lainnya.6 Maka dari itu kemudian wacana ideologi 

kembali bermunculan kembali. 

                                                           
4
 Ahmad Yani Anshori, Tafsir Negara Islam (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan 

Kalijaga, 2008), hlm. 5. 

 
5
 Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai 

dengan hadirnya 25 partai politik. Setelah itu Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan 

demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta 

perorangan. 
 
6
 As‟ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 

2009), hlm. 265. 
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Dan hingga saat ini pergulatan dalam hal ideologi negara tidak kunjung 

usai. Maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Studi Sikap 

Politik M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tentang Pancasila”. Skripsi ini akan 

lebih memfokuskan kepada kedua tokoh tersebut karena perbedaan dalam 

memandang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 

Cita-cita perjuangan M. Natsir berawal dari memandang ideologi Islam 

sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang lebih menarik hingga akhir hayatnya 

beliau selalu guguh memperjuangkan ideologi Islam sebagai ideologi negara. 

Pada konteks yang lain, pandangan Gus Dur terkait Pancasila ini sangat 

menginspirasi, karena Gus Dur sebagai guru bangsa dan guru kaum Nahdliyin 

yang notabene santri. Pandangannya tersebut dapat mendekatkan kaum non-santri 

yang dari awal menghendaki pancasila dan kaum non-muslim untuk bersama-

sama memajukan Indonesia. 

Bagi Gus Dur, Pancasila adalah “kesepakatan luhur antara semua 

golongan yang ada di Indonesia,” dan karenanya setiap warga Indonesia “ terikat 

ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar, yaitu yang tertuang dalam lima 

sila, bukan hanya sekedar masing-masing sila. Meskipun begitu, Gus Dur 

mengakui bahwa seluhur apapun sebuah kesepakatan  ia tidak akan berfungsi jika 

tidak didudukkan dalam status yang jelas.7 

Paling tidak dalam melihat Pancasila perspektif Gus Dur, perlu 

didudukkan dalam beberapa hal: pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan 

falsafah negara, berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti oleh 

                                                           
7
 Nur Khalik Ridwan, GUS DUR dan Negara Pancasila (Yogyakarta: CV. Tiga Bintang 

Jogjakarta, 2010), hlm. 31. 
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undang-undang dan produk-produk hukum yang lain. Kedua, sebagai falsafah dan 

ideologi bangsa, harus jelas dikatakan “adanya tumpang tindih antara Pancasila 

dengan sebagian sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. Di sini Gus Dur berargumentasi: satu sisi, agama-agama yang ada dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur universal, 

sehingga sulit dibatasi hanya dalam konteks keindonesiaan, dan sisi lain, 

Pancasila adalah keindonesiaan itu sendiri.8 

B. Pokok Masalah 

Dari pemaparan latar belakang kedua tokoh di atas yakni M. Natsir dan 

Abdurrahman Wahid fokus analisis skripsi ini adalah perbedaan pandangan dalam 

masalah Pancasila sebagai ideologi Negara. Mengenai hal ini skripsi membatasi 

kajian terhadap kedua tokoh tersebut,  M. Natsir yang hidup pada masa Orde 

Lama yang mana terdapat perbedaan pendapat dengan Soekarno sedangkan 

Abdurrahman Wahid pada masa Orde Baru dan setelah reformasi. 

Terkait dengan latar belakang di atas, ada dua pokok permasalahan yang 

akan dikaji: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sikap politik M. Natsir dan 

Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila sebagai ideologi Negara 

Indonesia ? 

2. Dimana letak persamaan dan perbedaan sikap politik M. Natsir dan 

Abdurrahman Wahid terkait ideologi Negara Indonesia ? 

 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 31. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan objek kajian dan permasalahan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang latar 

belakang sikap politik M. Natsir dan Abdurrahman Wahid mengenai 

Pancasila. 

2. Menganalisis perbedaan pandangan antara M. Natsir dan Abdurrahman 

Wahid dalam memandang Pancasila. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Menambah khazanah pemikiran, terutama dalam ideologi negara. 

2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik 

pemikiran kedua tokoh tersebut dalam mengkaji Pancasila. 

3. Sebagai referensi riset lanjutan bagi para akademi/peneliti yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

D.  Telaah Pustaka 

Sejauh ini kajian tentang Pancasila telah banyak. Namun pengkajian yang 

mengkomparasikan tokoh antara M. Natsir dan Abdurrahman Wahid mengenai 

Pancasila belum ada, kalaupun ada itu dibahas hanya satu tokoh saja. Misalnya, 

M. Natsir, dalam karyanya Capita Selecta. Buku ini hampir menerangkan secara 

utuh perjalanan dan perjuangan M. Natsir dalam memperjuangkan ideologi Islam, 

sebagai nilai dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam buku ini juga membahas masa 

sulit M. Natsir dari tekanan rezim yang berkuasa pada saat itu. 
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Ahmad Suhelmi, M.A. dalam bukunya yang berjudul Polemik Negara 

Islam Soekarno vs M. Natsir.9 Buku ini menjelaskan peran Islam dalam upaya 

memperlihatkan jati diri dengan memposisikan Islam sebagai dasar negara dalam 

pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menerangkan respon M. Natsir terhadap 

tulisan-tulisan soekarno yang dianggap terlalu mendiskriminasikan Islam. 

Dalam buku karya Nur Khalik Ridwan yang berjudul GUS DUR dan 

Negara Pancasila10 berhasil membaca dan memetakan gagasan Pancasila ala Gus 

Dur. Di sana Nur Khalik Ridwan dengan begitu lihainya mengolah data 

menjadikan buku ini begitu sistematis. Buku ini selain mengupas pandangan Gus 

Dur tentang Pancasila dan pentingnya negara Pancasila bagi bangsa Indonesia, 

juga merupakan karya otoritatif yang mengupas prisma pemikiran Gus Dur 

tentang ideologi bangsa. 

Dan skripsi yang ditulis oleh Samin dengan judul Polemik Agama dan 

Negara (Studi Komparatif Soekarno vs M. Natsir tentang ideologi Negara).11 Pada 

hal ini dikaji lebih dalam karena ideologi Negara yang sekarang dipakai yaitu 

Pancasila dianggap belum mencukupi memenuhi dasar hukum untuk masyarakat 

Indonesia. Dan Natsir benar-benar tidak sepakat jika agama dipisahkan dari 

Negara dan juga Pancasila sebagai ideologi Negara. 

Dan juga dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Anfasul Marom yang 

berjudul Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia : Studi Pemikiran M. 

                                                           
9
 Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam : Soekarno vs Natsir, Jakarta: UI-Pres, 2011. 

 
10

 Nur Khalik Ridwan, GUS DUR dan Negara Pancasila, Yogyakarta: CV. Tiga Bintang 

Jogjakarta, 2010. 

 
11

 Samin, Studi Komparatif Soekarno vs M. Natsir tentang ideologi Negara, skripsi 

Fakultas Syari‟ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN, 2008). 
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Natsir Dan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam Dan Negara.12 Ahmad 

Anfasul Marom mencoba membaca pemikiran kedua tokoh tersebut dalam 

memandang relasi Islam dan Negara dengan menggunakan pendekatan Ushul 

Fikih yang mana menyinggung kaitannya dengan ideologi negara akan tetapi 

cakupannya masih secara umum. 

Kemudian untuk mendapat uraian historis mengenai perkembangan politik 

yang menandai respon umat Islam terhadap Pancasila, dengan melihat bagaimana 

sejarah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan bagaimana bentuk 

respon umat Islam terhadap Pancasila berikut alasan-alasan yang mendasarinya 

baik secara individu maupun kelompok, dapat dilihat dalam bukunya Faisal Ismail 

yang berjudul Ideologi Hegemoni dan otoritas agama, wacana ketegangan kreatif 

Islam dan Pancasila.13 

Pemikiran Munawir Sjadzali mengenai negara agama atau negara teokrasi, 

sebuah negara akan dikatakan negara agama atau teokarasi, apabila terdapat 

unsur-unsur tertentu, maka negara tersebut dapat dikatakan negara agama, atau 

negara teokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara menurut Munawir dikarenakan 

negara Indonesia tidak terdapat dari unsur negara agama atau negara teokarasi. 

Pancasila sebagai ideologi negara menurut Munawir merupakan untuk 

kepentingan umat Islam dan masyarakat secara umum, baik itu dari aspek politik 

                                                           
12

 Ahmad Anfasul Marom, Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia : Studi 

Pemikiran M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam Dan Negara, skripsi 

Fakultas Syari‟ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN, 2004). 

 
13

 Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Krestif 

Islam dan Pancasila, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 67. 
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maupun sosialekonomi. Ini termuat dalam skripsi Dedy Faisal yang berjudul 

Islam dan Negara (Negara Pancasila Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali). 

Dari pembahasan buku dan karya tulis di atas maka dalam penulisan penelitian ini 

diharapkan akan didapatkan data-data yang valid dan dapat digunakan dalam 

pembahasan permasalahan yang dikaji. 

E. Kerangka Teoretik 

Lebih lanjut, penelitian ini dikategorikan dalam perspektif Fiqih as-

Siyasah atau Siyasah as-Syar„iyyah. Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi 

Siyasah as-Syar„iyyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara 

Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari 

kemudharatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-

pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat 

ulama-ulama Mujtahid.14 Dengan demikian siapapun yang ingin membangun 

pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada Maslahah al-Mursalah  

(kepentingan umum).15 

Pada mulanya politik menjadi tulang punggung sejarah. Oleh karena itu 

buku-buku teks sejarah yang berisi tentang kejadian-kejadian mengenai raja, 

negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok 

kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani), dan interaksi antar 

                                                           
14

 F. Aminuddin Aziz, “ Kuliah Fiqh Siyasah (Politik Islam),” 

http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-

islam.html, akses 12 Mei 2014. 

 
15

 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. 

Ke-1 ( Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.116. 

http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html
http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html
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kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan. Dominasi politik dalam 

penulisan sejarah menjadi kewajaran untuk waktu yang lama.16 

Masykuri Abdillah dalam tulisannya membagi karakteristik pemikiran 

politik Islam kontemporer ke dalam tiga kelompok. Pertama, adalah kelompok 

konservatif. Ciri yang menonjol dari kelompok ini adalah adanya aksioma 

ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran-ajaran Islam bahwa Islam berisi 

syari‟at yang sempurna, lengkap, komprehensif dan berlaku universal untuk 

seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu. Asumsi ini membawa aplikasi 

pada keharusan untuk menerima superioritas Islam sebagai satu-satunya ideologi 

untuk mengkonstruk sistem politik, pemerintahan atau negara. Caranya adalah 

dengan menghidupkan kembali praktik dan pemikiran politik zaman Nabi, 

Khulafur Rasyidin dan kekhalifahan Islam setelahnya. Nama-nama Sayyid Qutb, 

Rasyid Ridla, dan Abu Al-A‟la Al-Maududi masuk dalam kelompok ini.17 

Kedua, adalah kelompok modernis. Kelompok ini berpendirian bahwa 

syari‟at mengatur masalah keduniaan dan kemasyarakatan (termasuk juga 

pemerintahan dan Negara) hanya dalam tataran nilai dan prinsip-prinsip umumnya 

saja, adapun secara teknis biasa mengadopsi sistem lain, yang dalam ini adalah 

sistem barat yang telah terbukti manfaat dan keunggulannya. Dengan keyakinan 

bahwa Islam merupakan agama yang selaras dengan modernitas, kelompok ini 

juga menyerukan dua hal sekaligus, yakni pentingnya melakukan ijtihad terus 

menerus dan perlunya menguji kembali validitas teori dan praktik politik zaman 

                                                           
16

 Kuntowijoyo, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 174. 

 
17

 Masykuri Abdillah, Gagasan dan tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif 

Sejarah dan Demokrasi Modern, (Jakarta: Tashwirul Afkar,  2000),  hlm. 103. 
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Nabi dan kekhalifahan dengan tetap mengambil secara substansinya yang 

dianggap relevan dengan tuntutan dan semangat dunia modern. Diantara tokoh-

tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Muhammad Husain Haikal dan 

Muhammad As‟ad.18  

Ketiga, adalah kelompok sekuler. Syari‟at Islam, dalam pandangan 

kelompok ini dianggap hanya berurusan dengan persoalan individual yang 

mencakup aturan-aturan soal hubungan manusia dengan Tuhan semata. Seluruh 

persoalan keduniaan (termasuk Negara) adalah bersifat temporal dan profan 

dimana manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya memiliki hak penuh 

untuk menentukan dan mengaturnya tanpa harus ada justifikasi dan keterikatan 

dengan doktrin-doktrin keagamaan. Tokoh utama dari kelompok ini tentu saja 

adalah „Ali „Abd ar-Raziq.19 

F. Metode Penelitian 

 Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data menjelaskan dan 

menyimpulkan pembahasan dalam bahasan ini, penyusun menempuh 

beberapa metode, metode tersebut diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ibid. 

 
19

 Ibid. 
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A. Jenis Penelitian 

Kajian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu jenis 

penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, 

pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern. Literatur Arab, 

Inggris, Indonesia dan sebagainya yang ada kaitannya dengan persoalan ini. 

B. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, komparatif dan analisis. Yang 

dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena 

yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Dengan kata lain yang dikaji dalam 

penelitian ini ialah karakter dari kedua tokoh tersebut dan beberapa hal yang 

mempengaruhi pemikiran mereka. Adapun analisis adalah analisis dalam 

pengertian historis, yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi gagasan 

mereka. 

Sedangkan komparatif adalah membandingkan sikap politik kedua tokoh 

tersebut dalam proses penelitiannya, supaya mendapatkan letak persamaan dan 

perbedaan diantara keduanya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

primer dan sekunder. Data primer adalah mengumpulkan bahan-bahan atau 

tulisan-tulisan kedua tokoh yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder adalah 
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mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek pembahasan 

yang diteliti.       

D. Analisis Data 

Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan analisis 

deduktif-komparatif. Teknik dalam menganalisa secara deduktif, yaitu pola kajian 

yang dibahas dan dikaji berawal dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada 

yang bersifat khusus. 

Sementara komparatif dimaksudkan untuk membandingkan sikap politik  

kedua tokoh tersebut apakah terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan di 

antara keduanya. 

E. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis-historis. Maksud 

dari pendekatan normatif-historis yaitu suatu pendekatan untuk menjelaskan 

masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku sebagai upaya 

penegasan yang juga merupakan pengaruh dari hasil interaksi dengan lingkungan 

dan akar sejarah yang berkembang. 

G. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini dapat dibaca dengan mudah maka penelitiannya perlu 

secara sistematis. Penelitian ini disusun dalam lima bab secara kronologis saling 

berkaitan dan utuh. Bab Pertama, menjelaskan tentang  pendahuluan yang 

berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
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penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua, peneliti akan memaparkan secara umum terkait dengan 

ideologi negara. Yang mana akan dijelaskan lagi dalam beberapa kategori 

terjadinya pertarungan tarik ulur Pancasila dalam tiga masa yaitu : Orde Lama, 

Orde Baru, dan Era Reformasi. Sehingga, dapat diketahui perkembangan 

Pancasila dari masa kemasa. 

Bab Ketiga, menjelaskan biografi M. Natsir dan Abdurrahman Wahid, 

dalam bab ini peneliti mencoba menjelasakan secara umum yaitu biografi sikap 

politik dan intelektual M. Natsir dan Abdurrahman Wahid yang masing-masing 

akan dikembangkan lagi menjadi beberapa kategori yaitu, pendidikan, pengaruh 

sosio-organisasi, organisasi kemasyarakatan, dan iklim politik pada masanya 

masing-masing. Maka dari itu akan lebih mudah meneliti kedua tokoh tersebut. 

Bab Keempat, pada bab ini penulis mencoba menggali faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap politik kedua tokoh tersebut dan mengkomparasikannya 

sehingga dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan. 

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan di sini memuat jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat, 

baik dari sudut pandang tentang pemikiran ideologi negara maupun dampak 

dari gagasan kedua tokoh tersebut hingga saat ini. Sedangkan saran, sebagai 

wujud sumbangsih penulis terhadap tanggungjawab keilmuan dan ditujukan 

bagi para penyusun atau peneliti yang akan mengkaji masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini lebih lanjut.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, secara historis bisa dipahami bahwa kedua tokoh ini 

hidup pada zaman yang berbeda. Akan tetapi menghadapi situasi politik yang bisa 

dikatakan hampir sama. Dan juga cita-cita mereka masih terasa hingga sekarang. 

Hal ini dapat dilihat dari implikasi sikap kedua tokoh terhadap perkembangan 

politik saat ini. Untuk lebih jelasnya, disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut sangat jelas. M. 

Natsir yang cenderung konservatif. Kecenderungan ini jelas dipengaruhi oleh 

latar belakang pergaulan dan pendidikan yang diperolehnya. Sejak kecil, M. 

Natsir telah cukup intens bergaul dan hidup di tengah-tengah orang yang 

diidentifikasikan sebagai reformis, modernis, bahkan fundamentalis muslim, 

meskipun ia juga memperoleh pendidikan Barat. Ia pun digolongkan ke 

dalam kelompok modernis muslim Indonesia. Sedangkan Gus Dur, 

dilatarbelakangi keluarga tradisional serta pertemuannya dengan pemikiran-

pemikiran Barat sekuler menjadikannya liberal dalam berfikir. Meskipun ia 

memiliki komitmen yang tidak kalah kuat dengan tokoh muslim yang lain, 

Gus Dur tidak menghendaki formalisme agama  atau hukum Islam dalam 

pemerintahan kenegaraan. 

Mengenai keterlibatan M. Natsir dalam perpolitikan dan organisasi. M. Natsir 

sangat berkaitan dengan tokoh radikal Ahmad Hasan yang tidak lain 
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merupakan pendiri Persatuan Islam (Persis). M. Natsir memulai dengan 

menyumbangkan pemikirannya lewat majalah yang di publikasikan dalam 

Pembela Islam. Pemikiran M. Natsir juga dipengaruhi oleh pemikir intelekual 

Islam al-Maududi. Dalam meniti karier politiknya, M. Natsir juga bergabung 

dengan Masyumi yang merupakan organisasi keagamaan dan politik yang 

mempengaruhi arah pemikiran dan sikap atau perilaku politik M. Natsir 

dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan politiknya. Selanjutnya Gus 

Dur, yang merupakan cucu dan anak dari tokoh besar Organisasi Islam yaitu 

NU, yang kemudian menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz PBNU dan pada 

akhirnya Gus Dur yang merupakan salah satu pendiri partai politik yakni 

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang berasaskan Islam dan Pancasila. 

 

Faktor faktor yang mempengaruhi sikap politik 

M. Natsir dan Abdurrahman Wahid 

Faktor tentang M. Natsir Gus Dur 

Sosial Lingkungan modern Lingkungan tradisional 

Pendidikan  Pendidikan modern Pendidikan tradisional 

Organisasi Persis yang bersifat 

radikal 

NU 

Karier politik Masyumi  PKB 

Jabatan Kenegaraan Perdana Menteri Presiden 

 

2. M. Natsir dan Gus Dur sama-sama menerima bahwa dalam Islam tidak 

mengatur sebuah negara. Dan keduanya sepakat bahwa tumpuk kekuasaan 
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berada di tangan rakyat, maka dari itu mereka menerima demokrasi dengan 

kedaulatan rakyat. 

Secara normatif yang membedakan sikap M. Natsir dan Gus Dur dalam 

menyikapi Pancasila sebagai ideologi negara, itu dapat disimpulkan dalam 

ayat al-Qur‟an yang berbunyi: 

 (الذارٌاخ ) ّهاخلقد الجيّ ّالإًض إلاّ لٍعثمّى

M. Natsir berpendapat bahwa manusia adalah sepenuhnya milik Allah, jadi 

sebagai hamba harus selalu taat kepada-Nya untuk mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat, yang mana sebagai seorang muslim keduanya tidak dapat 

dipisahkan dari ideologi. 

Sedangkan Gus Dur didasarkan pada salah satu kaidah ushul fikih yang 

berbunyi: 

 ذصزف الإهام على الزعٍح هٌْط تالوصلذح

Gus Dur mengaplikasikan ini dalam sikap kenegaraannya, karena setiap 

tindakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik 

menerima kebaikan maupun menolak kemadaratan. Kemaslahatan yang 

ditempuh pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih 

universal mencakup totalitas masyarakat, tidak mementingkan 

kemaslahatan golongan atau individu. 
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B. Saran-Saran 

1.  Umat Islam di Indonesia yang merupakan kelompok mayoritas haruslah 

bisa memposisikan diri sebagai kelompok pemersatu bangsa agar tidak 

terjadi pecah belah. Oleh karenanya, dalam pembahasan Pancasila 

haruslah dilihat dari sisi historisnya, apalagi pada konteks kekinian 

(postmodernisme). 

2. Skripsi ini hanyalah salah satu cara bagaimana menyikapi pada perbedaan 

cita-cita ideologi negara yaitu Pancasila yang kemudian penyusun 

hadapkan pada dua tokoh,  M. Natsir dan Gus Dur. Untuk itu masih 

banyak aspek lain yang bisa diteliti oleh penyusun selanjutnya mengingat 

baru sebagian masalah yang saat ini penyusun kaji dari pemikiran kedua 

tokoh tersebut. Di antaranya mengenai demokrasi, sistem tata negara 

Islam, dan eksistensi partai Islam di Indonesia. 
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